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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS 

NOMOR : 050/214.a/29/2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS 

TAHUN 2021 
 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2021 yang diverifikasi akhir berdasarkan Peraturan Bupati 

Tanggamus tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2021; 

  b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus tentang 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3667); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6322); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 201); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 304); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

 



 

                                           
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

  15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal 

Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 

  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 68); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 



 

                                           
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 888); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825); 

  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

  29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 314); 

  30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2019 Nomor 13); 

  31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 

(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 41); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus 

Nomor 18); 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus 

Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92); 



 

                                           
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 176, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 78); 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 

194); 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2021 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanggamus Tahun 2021 Nomor 200); 

  38. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 

Nomor 699) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 734); 

  39. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 739); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten 

Tanggamus Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 yang berisi 

evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD sampai dengan triwulan II Tahun 

2021 dan pendanaan/pagu indikatif. 

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021 Sampai 

Dengan Triwulan II 

BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan 

Renja-PD 

BAB IV : Penutup 
 



 

                                           
KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kota Agung 
pada tanggal  1 September 2021 

 
KEPALA DINAS SOSIAL 

KABUPATEN TANGGAMUS, 

 
 
 
 
 

ZULFADLI, S.E.,M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19720604 199203 1 006 
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